
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            

TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti 
hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah 
tanggal 10 Juni 2013 Nomor 
180/010010 perihal Hasil Klarifikasi 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara, sehingga Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Irigasi perlu 
untuk diubah; 
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  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Irigasi; 

    
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 
tentang Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1347); 

  6.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 
 



 3 

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  8.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

  9.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
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  11.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068);  

  12.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950     Nomor 59); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 
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  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4161); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);  

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4727); 
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  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4728); 

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2010 tentang Bendungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5117); 

  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2011 tentang Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5230);   

  23.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Dewan Sumber Daya Air; 

  24.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

  25.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis 
Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E 
Nomor 7); 

  26.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 4); 
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  27.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 23); 

  28.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 40); 

  29.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 
Seri E,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 

  30.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 
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  31.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Irigasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 
Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
155); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
dan 

 
BUPATI BANJARNEGARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1 
TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
155) diubah sebagai berikut : 
 
1. Diantara huruf h dan huruf i Pasal 9 disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf ha sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut : 
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Pasal 9 
 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang 
pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi : 
a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan 

dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan 
pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi nasional 

dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan 
kabupaten sekitarnya; 

b. melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi primer dan 
sekunder pada Daerah Irigasi dalam kabupaten; 

c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan 
sekunder pada Daerah Irigasi dalam kabupaten yang 
luasnya kurang dari 1.000 ha berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di 
wilayah kabupaten untuk keperluan Irigasi; 

e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan 
pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada 
Daerah Irigasi yang utuh dalam kabupaten;  

f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada 
Daerah Irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang 
dari 1.000 ha; 

g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi 
yang berada dalam kabupaten berkaitan dengan 
pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi; 

h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam 
pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang 
menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas 
permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; 

ha. membentuk komisi irigasi kabupaten; 
i. melaksanakan pemberdayaan P3A Dharma Tirta; 
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j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, 
pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan 
dan/atau saluran Irigasi pada jaringan Irigasi primer 
dan sekunder dalam kabupaten; dan 

k. pembinaan dan pembangunan Irigasi pedesaan yang 
dibangun oleh Pemerintah desa. 
 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 26 
 

(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas yang 
membidangi pertanian dan Irigasi berdasarkan usulan 
P3A Dharma Tirta. 

(2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang 
terletak dalam Daerah, baik yang disusun oleh dinas 
Daerah maupun yang disusun oleh dinas provinsi 
dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Kabupaten 
serta ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Penyusunan rencana tata tanam untuk Daerah Irigasi 
yang terletak dalam satu kabupaten dengan luasan 1.000 
ha disusun oleh dinas kemudian dibahas dan disepakati 
oleh komisi Irigasi kabupaten untuk ditetapkan oleh 
Bupati. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 
 

 

 
Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 6-2-2014 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
 
 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si 
Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 
 

 
 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 6-2-2014 
SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI 
 

I. UMUM 
Bahwa irigasi merupakan komponen pendukung 

keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai 
peranan penting, sehingga pengelolaan jaringan irigasi dan 
pemanfaatan airnya perlu diatur. Pengaturan mengenai 
irigasi, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara dengan prinsip kemandirian serta 
memperhatikan penguasaan sumber daya air yang 
diselenggarakan bersama-sama dengan Pemerintah dan 
Provinsi serta ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran 
masyarakat. 

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah 
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana 
dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/010010 tanggal 10 
Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara, dengan klarifikasi pada    Pasal 9 
dan Pasal 26 ayat (2). 

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa 
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Irigasi. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 Pasal I 
  Pasal 9 
   Ketentuan ini disesuaikan dengan wewenang dan 

tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi, yaitu membentuk 
Komisi Irigasi, sesuai Pasal 18 huruf i Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 
  Pasal 26 
   Ayat (1) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (2) 
    Ketentuan ini disesuaikan dengan Pasal 37 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi. 

   Ayat (3) 
    Cukup jelas. 
 Pasal II 
  Cukup jelas. 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 183 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


